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PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Bagian
Kesatu pasal 7 Butir (1) Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang
Pengelonaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya;

2. Untuk melaksanaan kebijakan dan langkah-langkah yang
diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional

dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan
terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a

dan b perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang

Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

12. Peraturan,
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Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4693);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan.
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18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007,
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 541);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012,
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017,
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1447):

25. Peraturan
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25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.07/2021 Tentang Pengelonaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2021 Nomor 149);

27. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1677/2020 tentang
Hasil Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener
Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 202 1dan Rancangan Peraturan
Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

28. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener
Meriah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSK AN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 1TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan pemerintah otonom;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat

APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Pasal2
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran

2021 semula Rp. 1.041.737.989.105,00 berkurang sebesar Rp.

3.137.629.358,00 sehingga menjadi Rp. 1.038.600.359.748,00, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1) Semula Rp. 1.041.737.989.105,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp,_(3.137.629.358,00)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.038.600.359.748,00

2. Belanja Daerah

1) Semula Rp. 1.041.737.989.105,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp_(3.137.629.358,00)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.038.600.359.748,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp._0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp._0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasiMenurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran,
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Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;

: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

: Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pmbiayaan;

: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pmbiayaan;

7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pmbiayaan;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener

Meriah pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Qanun
tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.

Xrf . iXUiip.

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6.
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Pasal 6

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di :Redelong
Pada tanggal :26 April 2021 M

14 Ramadhan 1442 H

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal :26 April 2021 M

14 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH

ÿUP—ÿ

HAILIYOGA

4BUPATI pER MERIAH,

V 'SAjfcK A WI

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021Nomor
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